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2 PENDAHULUAN

tu kesuksesan besar bag1 aparat
epohsmn Indoncs;.a karena

a.n dukungan informasi mteh]en
d am Waktu _yang relatif singkat

mampu membongkar pelaku penge-
boman di Bah yang dilakukan oleh
kelompok “terorisme, dan bahkan
hmgga saat ini sebagian besar yang
terlibat dalam ‘pengeboman di Bali
sudah divonis ‘mati atau penjara dan
 scbagian lagi sedang dalam proses:
2 p_emeﬁk_saan.- :

" Kalan berita terakhir benar, maka
Kota® Suci ‘Umat Muslim, Mekkah,
}ﬁga'fsudah'- menjadi target terorisme
internasional. Terosisme kini memang
sudah meneror umat manusia,
meskipun pelakunya dewasa ini adalah
kelompok yang tergolong “musub-
mx}s;;h Amerika Serikat (selanjutnya
dlsmgkatAS) dan sekutunya”, tetapi

akibat perilaku AS dan sekutunya, te;:—
masuk sebagai akibat pengaruh: da.n
kebijakan politik “pte-empetwe”-
strike” darl kelompok Presiden Bushl_._ '
sekarang, yang selalu menjadikan.
kelompok-kelompok Islam seb.gga:i.
“kambing hitam”dan senantiasa me-
mojokkan mereka. Invasi AS ke Irag,
apapun alasannya, menambah pemicu
ledakan terotis baru. Terorisme, smpa—
pun yang melakukannya dan apapun
alasannya, memang harus dilawan.du_ﬁ_n _
ditumpas, karena sekalipun alasan
mereka mungkin benar (misalnya me-
nentang kezaliman kebijakan peiﬁéQ
rintah AS di berbagai belahan bu:m)
namun korban dan sasaran mereka
sangat tidak relevan dengan kebencian
mereka terhadap kebijakan peme-
rintahan AS dan sekutunya, tetapi se-
javh mana efektvitas penumpasan-
nya, juga tergantung dari situasi kon-
tekstual di dunia dan di Negara masmg—

hakikataya 'te_rorisme dilahirkan oleh
sepak terjang di berbagai belahan bumi
-oleh AS dan sekutunya . Contoh yang
paling konkret adalah sikap memihak
AS terhadap “texror” yang dilakukan
Isracl di Palestina. Jadi semakin meng-
ganasnya terorisime di dunia saat ini,

masing,

Khusus di Indonesia, upaya
pemberantasan terorisme berhadapan
dengan trauma masyarakat Indonesia
yang baru saja terbebas dar peme-
rintahan otoriter Orde Baru, yang di

masa i['n’ PPfQﬂ mn;fgr’ Pn]lm dan inte-

*  Guru Besar pada Universitas Hasanudin,

Anggota Komnas HAM

lijen merupakan peran yang dijadikgn

alat untuk menindas lawan-lawan politik




:.j_jpenguasa Orde B

nya, di kalangan tertentu dala.m masya—

o _'rakat Indonesm masih terta.nam slkap

a priori terhadap apa saja yang berbau

- _rmhter polisi ‘dan . mteh]en Slkap a
[ pnon_-yang ‘berlebihan dan ‘menurat

.- penuh' 'sermg kebablasan 1tu meiah;xw

= kan sﬂiap 'enolakan terhadap Iangkah—_

sa;a yang ‘melibatkan militer;
tek]en apalagl kalau ]angkah
' rsebut murm merupakan operasi
mﬂ.tter pohsmnal dan mtch}en

: -pohs'i dan

S:kap apnon yang kebablasan
ztu d:m yang tadmya sekadar antt
mihtensmc” bahkan berubah men;adl

antl mihter” Dan Lenka sarnpa.l pada
tahapan antl rmhter menem—patkan
mereka ke daiam suatu keadaan yang
tidak reallstis karena bagmwmanapua
ndak ada Negara di abad ke 21 ind
yang tidak mcxmhkl m]hter yang tidak

mermllh pohsz atau yang udak rncmﬁlki

mteh]en

Penulis sendu:l mendukung
kewa_spadaan untuk mencegah lahirnya
kembali militerisme di Indonesia ,yang
dapat melahirkan kembali rezim otoriter

S . pertahankﬂﬁdanmekﬂdungiNf:gara,
- mengekang kebebasan rakyat. Aklbat— . bangsa, 'i&zik:j}':at déﬁ'f'taﬁgha‘lr dan segala

_macam Wu]ud gangguan dan ancaman

bahaya "

Trauma yang kebablasan terha-

dap tentara, pohsl dan mteh](:n sangat

jelas tampak terhadap Slkap penolakan
sekelompok orang yang secarz

_afa a PIlOIl

_menentang Opeza51 Darur Mﬂ.lter d1

Aceh dalam rangka penumpa.sa'n pem-
bevontak sepaﬂsmc GAM dan seoiah—
olah mengaba.lkan reahtas bahwa GAM
adalah makar yang melakukan pem-
berontakan bc:_rs_en}ata,_ yang :_secara
yuridis, jelas-jelas adalah. serangkaian
kejahatan berat yang diancam. dengan
sanksi pidana seumur hidup-hingga
pidana mati. GAM di Aceh juga me-
rupakan wujud terorisme. yag harus
ditumpas dan diproses melalui proses
hukum ‘yanpg berlaku. Pembakaran

ratusan sekolah; pengha-dangan dan

pembakaran’ sejumlah’ bus’ angkutan
umum, dan pembum'zhan"“ ' 'te'rhadap

se}urnlah tokoh dan Warga masyarakat

Aceh 3&1&5 memcnuhl unsur tercnsme

yang baru; tetapi ketika pemikiran
tersebut melangkah tetlalu jauh secara
.ekstrem ke depan berubah menjadi
antl terhadap semua yang berbau ten—
tara, polisi dan intelijen, maka apa
bbléh buat, penulis terpaksa tidak lagi
bisa sependapat Negaxa Republik Indo-

15 & 16 Tahun 2003 tentang Pem-

beramasan Tindak Pidana Terorlsrne

Ketakutan yang kebablasan
terwujud dar sikap menolak untuk
memberikan kewenangan yang lebih

besar kepada militer, poltsl dan mteh] en

' nesm sama seperti N egara manapun
di dunia saat ini, sangat membutuhkan
railiter, polisi dan intelijen uniuk mem-

.J I 1.
[ECEEN U Upd.yd. PELilUCLtLLlLdbd&l U.Lil..ld.l\

pidana terorisme. Peran intelijen sangat

dibatasi ruang geraknya.




1L __fUUNOMOR 15 & 16 TAHUN
2003 TENTANG PEMBE-
 RANTASAN TINDAK PIDA-
_ __'.NA TERORISME

e _:Indonesm “memang sudah me-
miliki  perangkat Undang-undang
Nomor_lS & 16 Tahun 2003 tentang
Pem cfantasan “Tindak Pidana Tero-
itupun baru berhasil diundang-
in - setelah menghadapx penolakan

_' _cukup dahsyat dari penentang-
pcnentangnya Isu HAM (Hak Asasi
Manusia) jelas ___merupakan isu yang
saﬁgéf séring dijadikan acuan untuk
inw. Isulain karena menganggap undang-
undang tersebut akan digunakan oleh
penguasa khususnya tentara, polisi
dan mtch;en untuk “menghabisi gerakan
Isiam” di Indonesia, Padahal di dalam
kenyaw-taannya dalam berbagai kasus
pengeboman oleh terorisme di tanah
a}.x, justru korban dari kalangan umat
I_s_l:grh juga selalu berjatuhan,

. Ttulah yang penulis sebutkan
tadi sebagai sasaran dan korban yang
keliru, karena korban terorisme di
tanahair selalu adalah insan-insan yang
“tidak ada hubungannya dengan
kebijakan pemerintah AS. Keberatan

msme

2

_ segelintir orang terhadap pemberian

dalam Pasal 31, menurut penulis sangat ..

wajar. Kita mengetahui bahwa Pasal

31 menentukan : (1) Berdasatkan ’i:)ukn
permulaan yang cukup sebagai:naﬁa:;
dimaksud dalam Pasal 26 ayat {40

penyidik berhak :

a. membuka memeriksa, danmenyita :
surat dan kirman melalui pes ,

atau jasa pengiriman lainnya yang
mcmPunyal hubungan dengan__

perkara tindak pidana tetonsme“

yang sedang diperiksa;

b. menyadap pembicaraan mela};.u

telepon atau alat komunikasi lam

yang diduga digunakan untuk
mempersiapkan, merencanakan,
dan melakukan tindak pidana
tetorisme. |

Apalagi, kewenangan penyidik
tersebut, dibatasi lagi oleh ketentuan
padz ayat (2) bahwa tindakan
penyadapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat
dilakukan atas perintah Ketua
Pengadilan Negeri untuk jangka waktu
paling lama 1 (satw) tahun. Dan ayat
(3) menentukan bahwa tindakan

kewenangan yang “luarbiasa” terha-
-dap penyidik kasus terorisme, penulis
nilai, juga akibat kekurangpahaman
mereka bahwa teorisme memang bukan
kejahatan biasa, relainkan “extra ot-
-dinary crimes”, seperti halnya korupsi.
Acuannya harus dikembali-kan pada
—-asas-lex-epecialist—deregat—lege

dan ayat (2) harus dilaporkan atau di-
pertanggungiawabkan kepadz atasan
penyidik.

Ketentuan Pasal 35 juga me-
rupakan “lex specialist” katena pada

hakikatnya bertentangan dengan ke-

tentuan umum - yange diatir dalam

.sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

generale”. Dengan demikian,

kewenangan penyidik sepert tercantum

KUHAP yang menuntut kehadiran
terdakwa di persidangan pengadilan,




dengan lain kata, pada halikatoya

menolak pemenksaan secara “in

kan bahwa daiam hal tcrdakwa telah
dxpan_gg;l :secara. _sah_ dan patut, tetapi
tetap tidak hadir di sidang pengadilan

tanpa alasan yang sah, maka pf:rkara_

_ _dapat dipenksa dan diputus tanjpa
3 hadjrnya terdakwa '

: Menurut -penuhs Undang-
mor 15 & 16 Tahun 2003
tentang Pembcrantasan deak deana
Terorisme masﬁi membumhkan pe-
nyempurnaaa “sehingga upaya’ Pem-
berantasan Tindak Pidana Terorisme
di Tndonesia dapat diopti-malkan.

% Penulis fidak ingin secara spesifik
membahas pasal demi pasal dari
Undang-undang Nomor 15 & 16 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, tetapi hanya akan
mengemukakan beberapa contoh yang
dapat menjadi indikator maslh di-
butuhkan pengoptzmalan dalam
Jndang undang tersebut. Sebaga1
contoh da]am Pasal 9 dltenmkan bahwa
seuap oxang yang secara melawan
huku_m_ memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba mem-

peroleh, menyerahkan atau ‘mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa,
mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam milikaya, me-
ayimpan, mengangkut, menyembunyi-
kﬁn mempergunakan atau mengeluar-
kan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu
sen;ata. api, amunisi, atan sesuatu bahaa

berbahaya dengan maksud untuk
melakukan tindak pidana terorisme

(pcnebalan huruf oleh penuhs seﬂdln),
dipidana - dc:ngan pldana matl atau
penjara” seumur hldup atau ‘pidana
penjara paling smgkat 3 (nga) tabun
dan paling lama: 20 (dua puluh) rahun,

Menurut pcndapat penuhs
seyogianya untuk mengOPUmaJkan pe-
mutusan jaluc peredzzan bahan peledak,
maka kalimat yang penuhs peztebal di
atas dcngan maksud untuk melakukan
tmdak ‘pidana terorisme™ dlhﬂangkan
karena dengan adanya kalimat tersebut,
pembuk-tiannya seting sangat sukar
mengingat tindakan “dengan maksud
untuk melakukan tindak Pidﬁﬁa tero-
ristme™ tersebut belum menjadi realitas,
karenz belum terjadi. Dengan keber-
adaan 'kajimat tersebut, akan mempet-
sukar upaya memutnskan ]alur pere-
datan bahan peledak llegal Dalam
ilmu hukum pcmbukttan membuktikan
sesuatu yang “bersifat negatie” adalzh
sangat sulit. Menurut pendapat penulis,
seyogianya ditentukan bahwa setiap
orangyang secaramelawan hukum,
memenuhi semua unsur yang ada dalam
Pasal 9, dikategorikan sebagai “tindakan
terorisme”, dan tidak perlu membuk-
tikan ada atau tidak adanya maksud

‘untuk melakukan tindak pidana

terorisme”, karena jika seseorang
menyimpan bzban peledak secara
melawan hukum, dalam jumlah yang
banyak, maka tidak mungkin seseorang
tersebut tanpa maksud untuk meng-
gunakan bahan peledak itu juga “secara

melawan hukom”. Bagaimana memfor-

—”péi:efi“ak Har Duhar-batE %mﬁya“y&i‘fg“——masg‘i‘&ﬁﬁ?ﬁ—s‘%ﬁ” tepats-peaulis

setahkan kepada pakar ilmu tekaik

pemndang—uﬁdangan.




's.::Ketenman Pasal 8 yang hanya

' _memfokuskan perhndungan terhadap

- pesawat udara dari kemungkinan
‘ancaman teronsme menurut penulis
_pcﬂu dlperluas kepada pedindungan
: 'transportasz umurm lainnya di Indone-

_ang mengaﬁgkut sejumlah besar

- 'manusia sepcxu kapal laut dan kereta
.'ap_i._ Z" :

Il KEWENANGAN YANG LE- |

. BIH BESAR

- Harus disadati pula bahwa

.k_eja{ha_tan terorismme mempunyat karak-
't{;x_:istik sendiri yang berbeda dengan

kejahatan konvensional. Kejahatan
terorisme umumnaya direncanakan
secara sangat rapi, sistematik dan
terorganisir dengan baik. Mobilitas
rangkaian rencana aksi terorisme
biasanya sangat cepat, sehingga kalau
hanya dihadapi eleh aparat kepolisian
dan intelijen dengan kewenangan yang
terbatas, niscaya upaya penanggulangan
bahaya terorisme tidak akan berjalan
secara optimal. Untuk itu menurut

penu]js masyarakat Indonesiajangan

undang-undangan, sehingga peng«i_:
gunaan kewcnangan yang besai: 13:11':'

dapat terkendali, dan juga Pembe' "- n_'f_

kewenangan yang lebih besar k& ; daz
aparat penegak hukum dan apa.tat.:_

keamanan dan mtch;eu juga han.sj :

chbarﬁng dengan ancaman sanksi

aparat yang menyaiahgunakan' kenu"

wenangan yang lebih besar yang mereka -

miliki.

Pemberian kewenangan yang

besar terhadap pihak yang bertugas
mencegah dan memberantas “extra
ordinary crimes”, bukan hal aneh dan
baru di dalam system hukum Indone-
sia. Contohnya pemberian kewenangan
yang sangat dahsyat terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
berdasarkan Undang-undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Semua pihak seyogianya me-
nyikapi pelaku terorisme secata pro-

porsmnal Yang penulls maksudkan,

kebablasan, tetap1 harus leblh reahstis
menghadapi bahaya terorisme yang
semakin mengganas di berbagai tempat
dan Negara di dunia kini. Mar kita
mendukung perluasan kewenangan
aparat penegak hukum dan keamanan

untuk mencegah dan menumpas

semua p;hak termasuk aparat pcnegak. |
hukum, keamanan dan intelijen maupun
kalangan Umat Islam, jangan pernah
mengidentikkan terorisme dengan
Islam. Dari kalangan aparat penegak
hukum, keamanan dan intelijen, jangan

pernabh meng “ceneralisasi” pelakn

terorisme, tetapi di lain pihak tetap

diatur oleh berbagai ketentuan per-

terorisme yang kebetulan beragama

Islam, sebagai mewakili seluruh umat




_ teroxisme,

Islam apalagl mcwakzh ajaran. Islam,
"sehmgga mencap “Isia:n sebagzu agama
. texonsme” Sebahknya kalangan umat

' _Islampun }:mgan mengldentlkkan

:'penangkapan dan penahanan otang-

'.orang yang d1sangka tex:hbat _dalam

scolah olah sebagal pe—

-'.nangkapaﬁ dan penahanan terhadap
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Ummat Islam”. Dengan demikias, upaya
mengagamakan texonsme, dan
menerorkan agama”

sendmnya akan gagal.

dengan

“Kebencian tezhadap “AS dan
sekutur_iya jangan menj adJ_l;an wilayah
Indonesia sebagai target sasaran

tindakan terorisme.




